BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan pemerintah merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan
yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemernintah yang
mMempunyal tujuan atau berorientast kepada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh
masyarakat (Islamy, 1994 20) Dalam hal 1m pemernintah bertindak atas nama negara
dan menyelenggarakan kekuasaan dan negara Untuk menjaga dan kesewenang-
kesewenangan maka dalam penyelenggar;lan pemenntahan Indonesia dikenal dengan
pembagian kekuasaan yaitu 1) lembaga legislauif yang berfungsi sebagai pembuat
undang-undang, 2) lembaga eksekutif, berfungsi sebagal pelaksana undang-undang,
dan 3) lembaga yudikatif, sebagai lembaga peradilan

Dan definis1 yang dikemukakan oleh Irfan Islamy di atas terlihat bahwa suatu
kebijaksanaan yang dibuat pemerintah mempunyai tujuan tertentu Bentuk dan
kebijaksanaan tersebut dapat berupa peraturan-peraturan atau pernyataan-pernyataqn
pemerintah Semua tindakan pemenntah tersebut selalu beronentasi kepada
kepentingan pubiik, karena pada dasarnya tujuan dan kebijaksanaan 1tu senain adalah
untuk memelihara kteriban umum, memajukan perkembangan masyarakat,
memadukan berbaga1 aktivitas dan membagi berbagar matenal dan non-matenal
kepada rakyat (Bambang Sunggono, 1994 12) D1 dalam kaidah fightyah dijelaskan

bahwa pemenntah dalam bertindak harus mempertimbangkan kepentingan dan



kesejahteraan rakyat Dyelaskan pula bahwa hubungan pemenntah terhadap
rakyatnya seperti halnya wali terhadap anak yatim, maka dalam pembuatan kebijakan

tersebut benar-benar mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan s1 yatim tersebut

“Tidakan Imam/ pemenntah terhadap rakyatnya harus berlandaskan
kemaslahatan’ o

Dengan demikian dalam kehidupan sehari-har tindakan atau kebyaksanaan
pemenntah atau kebijakan pada umumnya memegang peranan sangat penting, karena
hampir semua keputusan pemerintah mengandung atau bernintikan suatu policy, yang
bertujuan untuk menaggulangi dan menyelesaikan masalah-masalah yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat (kemaslahatan umat)

Berbicara tentang kemaslahatan, dapat dilihat dan pninsip-prinsip magasid al-
syart’ah, yang harus dipelihara dan diaga imam Abu Ishaq Al-Syathibi (tt 11 #)
menyebutnya dengan al-kullyat alkhamsah, yaitu hifd: al-din (memelihara agama),
hifdz al-nafs (memelihara din dan yiwa), Aifd= al-aql (memelihara akal), hifdz al-nasl
(memelihara keturunan), dan hufdz al-maal (memelihara harta benda)

Kemudian A Djazuli menambahkan prinsip-prnsip magqasid al-syari’ah/
magasid al-syar’ah tersebut dengan hifdz al-ummah (memelihara ummat)
Menurutnya tanpa ada perlidungan terhadap umat/ rakyat, maka kemaslahatan tidak

mungkin terwyjud Jamman atau perlindungan terhadap umat harus mendapat

prioritas yang sama dengan magqasid al-syari’ah lainnya bukan hanya merupakan san




(VA

dar1 kehma prinsip tujuan hukum tersebut Oleh karena 1tu menurut A Djazuli lfdz
al-ummah merupakan bagian dan maqasid al-syar1’ah

Hal yang sangat rentan dihadapi pemernntah dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang sosial
dan perekonomian

Oleh sebab 1tu agar kebijaksanaan penierintah tepat mengenai sasaran, dalam
perumusannya pemerintah sebagai pembuat kebyjakan perlu mempertimbangkan
aspirasi orang-orang atau badaan masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan
tersebut Karena rakyat/ umat dapat berlaku sebagai suatu kesatuan dan kekuatan
yang memelihara dan memperkuat kohesi yang telah mapan Dengan demikian
konsep umat pada prinsipnya berperan sebagai simbol kesatuan yang berperan dalam
pelaksanaan program pemerintah

Berdasarkan uraian di atas nampaknya ada persesuaian antara pendapat
A Djazuli dengan kebyakan pemerintah yaitu mengarah pada satu tujuan, yaitu
menjaga atau memelihara umat/ rakyat, terutama dalam usaha untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial

Oleh karena 1tu penulis mengangkat dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul
“Relevansi Hifdz Al-Ummah Dengan Kebijakana pemerintah Dalam Kesejahteraan
Sosial”
A. Perumusan Masalah
Dan uraian di atas untuk membatasi permasalahan penulis mengajukan beberape

pertanyaan sebaga bernkut




1 Bagaimana hubungan hifdz al-umah dengan kebrjakan pemerintah dalam masalah

politik ?

o

Bagaimana kebrjakan hubungan hifdz al-ummah dengan kebijakan pemerintah dalam

masalah sosial ?

Bagaimana hubungan hifdz al-ummah dengan kebyakan pemerintah dalam masalah

(OS]

ekonomi ?

C Tujuan Penchtian
Adapun yang menjadi tujuan dart penelitian in1 adalah
1 Untuk mengetahur hubungan hifdz al-ummah dengan kebijakan pemerintah dalam

masalah politik

o

Untuk mengetahur hubungan hifdz al-ummah dengan kebrjakan pemenintah dalam

masalah sosial

(8]

Untuk mengetahur hubungan hifdz al-ummah dengan kebyakan pemerintah dalam
masalah ekonomi
D Kerangha Pemikiran

Syarr’at atau ajaran [slam bersifat universal la meliputi seluruh alam tanpa tapal batas,
tidak dibatasi pada dacrah dimana tempat 1a hidup, tidak diperuntukan dan dibatasi olch suku
dan ras Disamping 1tu hukum Islam mempunyar sifat dinamis (cocok untuk sctiap zaman)
Oleh karenanya dalam pembinaan hukum Islam dikenal tiga asas yaitu 1) meniadakan

kepicikan dan tidak memberatkan, 2) menyedikitkan beban, dan 3) ditetapkan secara bertahap

(Fatturrahman, 1997 66-69)




Jach hukum lslam adalah hukum yang elastis la mehiputi segala bidang dan lapangan
kehidupan manusia, 12 selalu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dan
pertumbuhan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.
Penerapan hukum dan masa ke masa bertuwuan untuk kemaslahatan umat. Abu
Zahrah (2000 543-546) mengatakan bahwa sasaran hukum Islam ada tiga, yaitu
1 Penyucian hwa, yaitu agar setiap mushm menjadi sumber kebatkan bukan sumber
keburukan bagi masyarakat hngkungannya. Hal mi ditempuh melalu berbagar ragam
ibadah yang telah disyan’atkan.

2 Menegakan Keadilan, yartu semua keadilan yang menyangkut sesama mushm maupun
dengan non muslirn. Hal i1 dipertegas dengan firman Allah dalam surat Al-Matdah ayat

8, yartu
sl G A s el b WY o o @l aSue jaa Y

“Dan janganlah sekah-kali kebencian atas suatu kaum mendorong kamu untuk tidak
berlaku adil, berlaku adilah sebab berlaku adil lebih dekat kepada taqwa (Soenardio, 1971
159).

Tujuan ditegakan keadilan dalam Islam sangatiah luhur, 1a menyangkut berbaga: aspek
kehidupan adil dibigang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermuamalah

(bergaul) dengan pihak lain. Bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dengan

dimnya.




Dalaim usalia ncyuyuiy ungy) rcadilail 051l Gongan Cara yang marsimal, Islam
Hicugaywhan agar dywyuiy gyt dk-idk asast manusia,  karena islam melarang
penyiksaan meski dalam kancah perang

3 Maslahah (kemaslahatan), Kemaslahatan merupakan tujuan puncak yang hendak dicapat
oleh syar’atIslam Tidak sekali-kali suatu perhara yang disyari’atkan oleh Islam melalui al-
quran maupun sunah melainkan disana terdapat kemaslahatan yang hakiki, walau
kemaslahatan 1tu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Maslahat
yang dikehendaki Islam adalah kemaslahatan hakiki yang menyangkut kepentingan umum
bukan kepentingan pihak terteritu.

Manusia yang hendak mencapar kemaslahatan hidup tersebut harus
menempuh lima prinsip pokok tujuan hukum/ maqasid ai-syari’ah Kelima jaminan
dasar 1m merupakan tiang penyangga kehidupan dumia agar manusia dapat hidup
dengan aman dan sejahtera Ketiadaannya merupakan kebinasaan dan kerusakan

Jammnan keselamatan atau pemeliharaan atas agama (al-muhafadzah ala al-
din) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti
melaksanakan shalat ima waktu Kalau shalat in1 diabaikan maka akan terancamlah
eksistensi agama

Memelihara jiwa (al-muhafadzah ala al-nafs), yaitu pemenuhan atas hak
hidup yang terhormat dan muhia Termasuk dalam cakupan pengertian umum dar

pemeliharaan 1m adalah jaminan akan kesclamatan nyawa, anggota badan, dan

terpeliharanya kehormatan kemanusiaan, seperti pemenuhan kebutuhan pokok berupa




makanan untuk memepertahankan hidup, kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat,
kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya

Pemelhiharaan akal atau 1ntelek (al-muhafadzah ala al-aql), 1alah
terpeliharanya akal pikiran  dan kerusakan yang menyebabkan orang yang
bersangkutan tiada berguna di tengah-tengah masyarakat Usaha pencegahan yang
bersifat preventif dari syari’at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan akal pikiran dan menjaganya d;n berbagar hal yang membahayakan
Diharamkannya meminum minuman keras dan segala sesuatu yang memabukan atau
menghilangkan daya intelektual dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal

Memelihara keturunan (al-muhafadzah ala al-nasl), yaitu suatu pemeliharaan
akan kelestanan populasi umat manusia agar tetap eksis dan berkembang secara sehat
dan kokoh, baik pekerti serta agamanya Hal 1tu dapat dilaksanakan melalui penataan
kehidupan rumah tangga, dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada
anak-anak agar memliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang
memadai serta pemahaman terhadap keagamaannya

Memelihara harta benda (al-muhafadzah ala al-maal), yaitu pemeliharaan
kekayaan dengan meningkatkannya dengan proporsional melalu cara-cara yang
halal, bukan memonopoli kehidupan perekonomian secara lalim dan curang
Disyariatkannya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak sah

Berdasarkan uraian diatas dapat dissmpulkan bahwa kewajiban-kewajiban syar’ itu

dapat juga dibagi dan sudut pandang positip dan proteks: preventif Termasuk ke dalam



kelompok positif adalah ibadat, adat dan muamalat (transaksi-transaks), sedangkan yang
termasuk ke dalam kelompok preventif adalah ymayat (hukum-hukum kepidanaan)

Atiep Dyazuh (2000 235) menambahkan pendapat para ulama terdahulu, sepert: dan
pendapatnya al-Syatibi Ia berpendapat bahwa ke-lima Maqasid tersebut tidak dapat dyjalankan
secara utuh tanpa adanya perhindungan pada umat 1tu sendin (tufdz al-ummah), Manusia tidak
akan bebas untuk beribadah, mempertahankan jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya
apabila keadaan umat terpecah belah tidak aman dan tidak ada kebebasan serta kebersamaan.
Jaminan terwujudnya prinsip magasid al-syari’ah itu tidak dapat berdin sendin, perlu wahana
dan bantuan orang lam untuk menegakannya

Salah satu wuyud dan perlindungan umat (hifdz al-ummah) tersebut adalah dengan
adanya pengorganisasian baik oleh pemenntah maupun non pemenntah. Sebagai suatu
organisasi, negara merupakan tata kerja danpada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan
satu kesatuan yang utuh. Tata kena tersebut melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan
kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara untuk mencapa suatu tuuan
tertentu (Soehino, 1996 142)

Pemenntah sebagai pemegang sentral dalam pembangunan nasional sebuah negara
harus menentukan kebnaksanaan umum. Proses penetapan kebnakan 1tu disebut pemenntahan

yang mengurust admimstras negara, mengatur urusan-urusannya, memutuskan problema dan

permasalahannya dalam hubungan anggota bangsa, penghidupan dan kemakmuran mereka
dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain, sedangkan proses pelaksanaannya disebut
admmmstrasi negara atan admimstrasi pemenntahan (Muhammad Al-Mubarak, 1995 68)




D1 dalam bahasa Inggns senng dyumpai istilah policy dan kadang-kadang dalam
istilah kombmasi public policy Kata policy diturunkan dan bahasa latin polina (pemenntah),
dan dan bahasa yunam politeis (penduduk) dan polis (kota)

Policy berarti

1 Prodence or wisdom n the management of affairs (hat-hatt atau ilmu dalam
manajemen urusan)

2 Procedures based on material mterest rether than on higher principles (prosedur yang
lebih di dasarkan kepada kepentingan matenal danpada kepada pnnsip-pninsip yang
lebih tinggr)

3 A settled course adopted and followed by a government perso, group, etc (suatu cara
yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemenntah, perorangan, kelompok dan

sebagainya (Suryaningrat, 1988 10)

Jika kata pohcy dikartkan dengan pemenntahan, maka pengertiannya adalah nomor
tiga, sehingga lebth tepat ditegemahkan sebagai kebyaksanaan dan bukan kebyakan
(Suryaningrat, 1988 11)

Mengenai istilah i1 dikalangan para ahli sendin belum tercapai kesepakatan. Ada yang
menerjemahkan “policy” sebagar “kebnjakan”, ada pula yang menerjemahkannya dengan
“kebijaksanaan” Berkaitan dengan kedua 1stilah tersebut di atas WIS Poerwadarmuinta dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan sebagai benkut:

1 Kebyakan, berarti kepandaian, kemamran dan kebyaksanaan Art lainnya adalah
rangkalan konsep dan asas yang memjadi gans besar dan dasar rencana dalam
pelaksanzan suatu pekenaan, kepemimpinan, dan cara berindak (tentang pemenntah,
orgamsasi dan sebagainya), pernyataan cita-Cita, tujuan, atau maksud sebaga gans
pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan gans haluan.

2 Kebnaksanaan, berarti kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan
pengetahuannya), anf, tajam pikiwan. Selan 1tu dapat berarti kecakapan bertindak
apabila menghadap kesulitan dan sebagamya (Poerwadarminta, 1989 115)

Dan defims1 yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa suatu kebyakan yang dibuat

mempunyai tujuan tertentu. Bentuk dan kebnjakan tersebut dapat berupa peraturan-peraturan
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atau penyataan-pernyataan pemenntah. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dipertukan
rangkaian tahapan-tahapan dalam kebyjakan.

Suatu kebnakan yang baik, haruslah melalw beberapa tahapan kebnakan. Sepert
dungkapkan oleh Ermaya Suradinata, yang menyatakan bahwa proses kebyjakan meliputt

1 Identifikas1 masalah, yaitu tentang kebijakan melalm permintaan pubhk terhadap aksi-
akst pemerintah.

2 Formulasi kebyjakan atau perumusan dan kebijakan yang ada di masyarakat.

3 Legitimas atau pengesahan kebijakan.

4 Implementasi atau pelksanaan kebyakan

5 Evaluast kebyjakan

(Suradinata, 1994 2)

Berhasil atau tidaknya suatu tahapan kegiatan dilakukan, tidak terlepas dan lancar atau
tidaknya pelaksanaan suatu kebyakan. Dengan demikian pelaksanaan kebyakan berpengaruh
terhadap berhasil atau tidaknya tujuan kebrjaksanaan pemenntah.

Pejabat negara dalam membuat kebnakan harus peka dan akuf untuk berupaya
mengatast problem-problem yang tumbuh dan berkembang i masyarakat. Karena tugas utama
dan seorang pejabat negara adalah melayam dan menmgkatkan kebutuhan masyarakat

Walaupun begitu negara juga merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk
menggunakan kekuatan (force) dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Berkenaan dengan
hal 1tu Hans Kelsen mengatakan bahwa negara adalah suatu susunan dengan tata paksa. Hal rtu

senada dengan yang didefimsikan Prof sumantn bahwa negara adalah suatu orgamsasi

kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap orgamisasi yang bemama negara selalu dyumpar




adanya organ /alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan
kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya
(Inu Kencana Syafe’], 1994 11) Berdasarkan hal rtumelalu pejabat negaralah kebyjakan
tersebut dapat diwujud paksakan, dan dampaknya rakyat mau tidak mau harus menenima
konsekwensi-konsekwensi dan kebyjakan tersebut.

Dalam menjalankz;}l tugasnya tanggung jawab pejabat sangat diperlukan, karena pada
hakikatnya tujuan didinkannya pemerintahan pada suatu negara adalah untuk menciptakan
kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemadlaratan dengan maksud menegakan
keadilan dan mencegah permusuhan diantara manusia. Oleh karena 1tu tindakan dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan
umum, bukan untuk golongan atau untuk prbadi Penguasa adalah pengayom dan pengemban
kesengsaraan rakyat.

Uraian diatas jelas sekali bahwa pemenntah merupakan salah satu lembaga yang dapat
mewuudkan  prinstp-prinsip magasid al-syar’ah dengan kebrakan-kebyjakannya. Dengan 1tu

eksistensi umat dapat dyjaga dan dipelihara.

E. Langkah-Langkah Penehtian.

Dalam penelitian int diambil langkah-langkah sebagai berikut
1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian i1 adalah metode
desknptip analisis, yaitu mengumpulkan data mengaplikasikan data dan menafsirkan

15t data Menurut Winara Surachman (1987 134) Metode deskniptip tidak hanya




mengumpulkan data dan menatsirkan 1s1 data tetapr melakukan pemecahan masalah
terhadap persoalan yang muncul dalam penelitian untuk masa sekarang dan yang
akan datang
2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian 1n1 adalah
a Sumber data primer, dalam penelitian 11 penulis mengadakan wawancara
langsung dengan sumber utama Prof Drs A Djazuli mengenai relevansi hifdzu
al-umah dengan kebijakan pemerintah
b Sumber data sekunder, dalam melakukan penelitian ini penulis pun merasa perlu
untuk  mengumpulkan sumber data dan berbagar sumber dan referensi yang
berhubungan dengan masalah yang ditelit
3 Tekmk Pengumpulam Data
Untuk mengumpulkan data, mformasi dan keterangan mengenai relevansi
hitdzu al-umah dengan kebrjakan pemcrintah dalam kescpahteraan sosial penuhis
menggunakan teknik scbagar berikut
a Wawancara, vaitu dengan tanya jawab langsung dengan tokoh yang dijadikan
objek penclitian Hal inn bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan
tentang masalah yang diteliti
b Study kepustakaan (/1hrary Research)  yaitu  dengan mempelajart  dan
mengumpulkan data darn sejumlah  literatur yang ada hubungannya dengan

masalah yang ditehti
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4 Anahsis Data

Dalam penehtian kualitatf, analisis data yang digunakan adalah secara
induktif, proses analisis data dimula1 dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan
berbagai sumber, setelah dipelajart dan ditelaah kemudian mengadakan redukst
berupa rangkuman inti Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan
vang kemudian dxkat(egonsasnkan dalam bentuk koding tahap akhir dan penelitian 1m

adalah memeriksa keabsahan data setelah itu baru diadakan penafsiran data (Lexy

Maleong, 2000 190)




